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PUTUSAN
Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Kis.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam

perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.llI (Keperawatan),
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf Dinas Kesehatan
Kabupaten Asahan), tempat tinggal di Kabupaten Asahan.
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KUSYANTO, SH.,
Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor
Hukum Kusyanto, SH & Rekan, berkantor di Jalan S.
Parman Nomor 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan
Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2018 yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor
221/KS/2018/PAKis tanggal 11 Mei 2018, sebagai

Pemohon;
melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.llI (Keperawatan),
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Kesehatan
Kabupaten Asahan), tempat tinggal di Barat Kabupaten
Asahan (di rumah orang tua kandungnya yang bernama
Bapak Zakaria/lbu Mawarti), sebagai Termohon,;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya, Termohon, dan saksi-
saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 26
April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register
perkara nomor 556/Pdt.G/2018/PA Kis., tanggal 9 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami — istri yang sah
menikah pada hari Jum’at tanggal 8 Oktober 2010 Masehi atau bertepatan
dengan 29 Syawal 1431 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor 459/19/X/2010, tertanggal 8 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama

di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;

3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling
mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah
pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum

dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina
mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman
sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah
tangga yang sakinah, mawaddah waramah akan tetapi pada pertengahan bulan
Juni 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai

perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
- Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;

- Termohon kurang mensyukuri biaya hidup sehari-hari yang diberikan

oleh Pemohon;

- Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai

kepada Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya
ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;
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6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2017 Termohon pergi meninggalkan
Pemohon. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan
Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 1 tahun

lamanya;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut
diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak

membuahkan hasil;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon
menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat
dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon
dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan,
yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam;

10.Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang
dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap
pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan
Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan
mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya
penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka
akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu
Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama
Kisaran;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula
Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran
Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Mengizinkan
Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raji terhadap diri Termohon didepan

persidangan Pengadilan Agama Kisaran”;
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12.Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya
tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika
Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran
Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan

untuk “Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon”;

Berdasarkan hal — hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak
dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan

selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i atas

diri Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;

3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat
lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)”;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan

Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi

usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk
melakukan mediasi dengan mediator Hj. Devi Oktari, S.H.l., M.H (Hakim Pengadilan
Agama Kisaran), berdasarkan laporan hakim mediasi tersebut menyatakan bahwa
mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, telah mendapat izin melaksanakan perceraian
dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Bupati Asahan tentang
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Pemberian Izin Perceraian Nomor 167-BKD-Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh

Bupati Asahan tanggal 7 Mei 2018;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk
umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon

menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui
Kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara lisan tertanggal 4 Juni 2018,
sebagai berikut;

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah menikah
pada tanggal 8 Oktober 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu tanggal 8 Oktober 2010;

2. Bahwa benar setelah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah
kediaman bersama Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Dadap;

3. Bahwa benar selama perkawinan antara Termohon dan Pemohon, namun

belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa benar sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon

mulai diwarnai perselisinan dan pertengkaran;

5. Bahwa tidak benar pertengkaran disebabkan karena belum dikaruniai

keturunan;

6. Bahwa tidak benar Termohon kurang mensyukuri biaya hidup sehari-hari yang
diberikan oleh Pemohon;

7. Bahwa benar Termohon berkata kasar karena Pemohon memukul Termohon;

8. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2017 Termohon pergi meninggalkan
Pemohon, karena Pemohon menyarankan untuk Termohon menenangkan
pikiran;

9. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah didamaikan, namun tidak

berhasil;

10. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tidak

mengajukan tuntutan apapun kepada Pemohon;
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Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara lisan
di persidangan, menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya,
selanjutnya Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada

jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan
apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di
persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 459/19/X/2010 atas nama
Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhan Batu tanggal 8 Oktober 2010. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan
telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;
B. Saksi:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
kediaman bersama di Dusun lll Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei
Dadap Kabupaten Asahan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan damai,
tetapi sejak pertengahan bulan Juni 2013, rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena
Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan dan Termohon
kurang mensyukuri biaya hidup sehari-hari yang diberikan oleh Pemohon,
dan Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata ingin bercerai

kepada Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon

bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 21 April 2017,
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan
Termohon tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya yang

pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
kediaman bersama di Dusun Il Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei

Dadap Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan damai,
tetapi sejak pertengahan bulan Juni 2013, rumah tangga Pemohon dan

Termohon mulai terjadi perselisihnan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena
Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan dan Termohon
kurang mensyukuri biaya hidup sehari-hari yang diberikan oleh Pemohon,
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dan Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata ingin bercerai

kepada Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon

bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 21 April 2017,
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan
Termohon tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan

mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat
dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini

cukup menunjuk pada berita acara tersebut;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa “Pengadilan
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya
adalah) di bidang perkawinan.” Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa
“Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau
berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah,
antara lain (pada angka 8) dinyatakan perihal perceraian karena talak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka

perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (absolute competentie);
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Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah
Kecamatan Sei Dadap dan Termohon bertempat kediaman Kecamatan Kota Kisaran
Barat, yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: KMA/004/SK/1I/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kisaran

berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak a quo telah dilakukan pemanggilan
secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta
Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap
pemanggilan mana Pemohon dan kuasanya, dan Termohon in person telah hadir di

persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima
kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kisaran Register Nomor 221/KS/2018/PA-Kis tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Pemohon a quo telah
menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (terlampir

pada Surat Kuasa terkait);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa
tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23
Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal
14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan
(3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang
tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil
dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara Cerai Talak
Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Kis;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39
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ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan
Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka
untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin
mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan
perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan
kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah
dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak
berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara oleh karena
Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Staf pada Dinas Kesehatan)
Kabupaten Asahan, maka Majelis Hakim sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984
tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983, telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperoleh izin
dari atasannya, Pemohon telah memperoleh izin dari Bupati Asahan, oleh karena itu

Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada
Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan dalil-dalil
sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua
belah pihak, Termohon membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah
sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada
bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya
perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan
pertengkaran antara keduanya;
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Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya
dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim
terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar

adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon
telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam (secara dejure) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat

oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk
membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan
bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa bukti a quo telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah
sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang
merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian
yang sempurna (volledig bewiskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht)
sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-
undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat
bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan
Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti (tanda P), dall Pemohon
tentang perikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah
sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalii Pemohon tentang
pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (in casu Termohon) merupakan
pihak yang berhak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan permohonannya

untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian
Pemohon, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu diwarnai perselisihan
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dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berketerusan dengan pisah
rumah, juga telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon harus
menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka

untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut
dan untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah menghadirkan
tetangga-tetangganya, sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah
(vide Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi
syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima
keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun

keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua
saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri
yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya
(setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh
karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti
untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah

sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah
mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan
dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah
tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri
pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan,
disebabkan kisruh (perselisihan dan/atau pertengkaran) yang terjadi di antara mereka,
hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi yang berujung pada
keduanya telah pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif telah cukup lama
setidaknya sudah satu tahun tiga bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal

mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak
mengajukan bukti saksi di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
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mencukupkan dengan (keterangan) saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik
dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam
rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang
muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan

pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dapat disimpulkan bahwa
meskipun saksi tidak ada melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran
antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon
serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir,

menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada

tanggal 8 Oktober 2010, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum
dikaruniainya keturunan, kurang mensyukuri biaya hidup yang diberikan oleh
Pemohon dan Termohon suka berkata kasar dan berkata ingin bercerai dengan

Pemohon;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak
tanggal 21 April 2017, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan

sejak saat itu tidak pernah kumpul bersama kembali;
5. Bahwa upaya damai pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisinan
antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang
pada VYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang
menyebutkan: “Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus
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menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab
cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi
melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang

terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya
mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun
lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan
Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan
“Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu
akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil

pembuktian.”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya
fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi
sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan
layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan
perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara

keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani
proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai
Termohon dan sebaliknya, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim
akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada
harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami
oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami
maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya
masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan
(4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila kedua belah pihak suami dan isteri (in casu

Pemohon dan Termohon) sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara
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berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak
berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan

memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya
upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan
langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi
bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya
yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan
perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan

dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika
kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi
nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang
berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan
(Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, Juz |, halaman 83). Majelis Hakim
sependapat, mengambil alih dan menjadikan statement ini sebagai pertimbangan

hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat
diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-
unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai
tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21
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sebagaimana juga terreduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia,

sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan
talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula
dengan firman Allah Q.S. al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan
hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana akan
ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan
Agama Kisaran pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 17 Syawal 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H., sebagai Ketua
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Majelis, Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.H.I sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H

Hakim Anggota Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.H.l., M.H Mardha Areta, S.H
Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya pendaftaran Rp.  30.000,00

2. Biaya proses Rp.  50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp. 240.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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